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Abstract: Implementation of Tax e-Billing in Tax Office. This study aims to see how the
implementation of e-Billing tax is especially in the Tax Office Serpong and want to see the
implementation of e-Billing tax when compared with the provisions contained in the Regulation of
the Director General of Tax No. Per-26 / PJ/ 2014 on Payment System Electronic Tax. This research
method uses literature study method and field study conducted to obtain data describing the actual
condition in the field. The results of this study indicate that the implementation of tax e-Billing in
KPP Pratama Serpong in general has been implemented according to the procedure and has been
running as it should though e-Billing own taxes still cause some problems for Taxpayers especially
for taxpayers who are still less aware of IT will be very affect the use of e-Billing tax itself. On the
other hand, the application of tax e-Billing has its own advantages. Proven to minimize human error
because it reduces entry error by officer counters and become more accurate. Another advantage of
e-Billing tax is environmentally friendly because it does not require a lot of paper, it is easier to pay
because Taxpayers can pay taxes in many ways, anytime, and anywhere, and faster without having
to queue.Sedangkan when compared between Regulation of Director General Tax No. PER - 26/ PJ
/2014 on Electronic Tax Payment System and the facts on the ground generally have gone accordingly
without any deviation.

Abstrak: Pelaksanaan e-Billing Pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk
melihat bagaimana pelaksanaan e-Billing pajak ini khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Serpong
dan ingin melihat penerapan atas e-Billing pajak tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan
yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem
Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Metode penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan
studi lapangan yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang menggambarkan kondisi sebenarnya
di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Billing pajak di KPP Pratama
Serpong pada umumnya telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sudah berjalan sebagaimana
mestinya walaupun e-Billing pajak sendiri masih menimbulkan beberapa masalah bagi Wajib Pajak
terutama bagi Wajib Pajak yang masih kurang mengetahui tentang IT akan sangat mempengaruhi
penggunaan e-Billing pajak itu sendiri. Di sisi lain, penerapan e-Billing pajak ini memiliki keunggulan-
keunggulan tersendiri. Terbukti dapat meminimalisasi human error karena mengurangi kesalahan
entry oleh petugas loket dan menjadi lebih akurat. Keunggulan e-Billing pajak yang lain adalah
ramah lingkungan karena tidak memerlukan banyak kertas, lebih mudah membayarnya karena Wajib
Pajak bisa membayar pajak dengan banyak cara, kapan saja, dan dimana saja, serta lebih cepat tanpa
harus antre.Sedangkan apabila dibandingkan antara Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER
- 26/PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik dan fakta di lapangan pada umumnya
telah berjalan sesuai tanpa ada penyimpangan.

Kata kunci: keuangan negara, ilmu administrasi, administrasi perpajakan, administrasi publik

PENDAHULUAN

Menurut pasal ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan-
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung digunakan untuk ke-
perluan negara bagi sebesar-besarnya kemak-
muran rakyat.
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Direktorat Jenderal Pajak terus mening-
katkan pelayanan primanya demi terciptanya
pelayanan publik yang baik terutama bagi Wajib
Pajak. Untuk memenuhi hal itu, Direktorat Jen-
deral Pajak telah membuat terobosan baru untuk
mempermudah pembayaran pajak bagi Wajib
Pajak dengan adanya billing system. Pada
sistem tersebut Wajib Pajak dapat membayar
pajak melalui sistem online dan tidak perlu datang
langsung ke bank persepsi untuk membayar pajak.
Cukup dengan adanya fasilitas internet, Wajib
Pajak dapat membayar pajak kapanpun dan
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dimanapun Wajib Pajak berada.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-26/PJ/2014 tentang Sistem Pem-
bayaran Pajak Secara Elektronik, Wajib Pajak
dapat melakukan pembayaran/ penyetoran pajak
secara elektronik, kecuali untuk:

1. Pajak dalam rangka impor yang pembayaran-
nya diadministrasikan oleh Biller Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai dan

2. Pajak yang tata-cara pembayarannya diatur
secara khusus.

Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan
terobosan baru demi terciptanya pelayanan prima
bagi Wajib Pajaknya. Kini Direktoral Jenderal
Pajak telah memiliki layanan online yang dapat
mempermudah Wajib Pajak dalam melaksana-
kan kewajiban perpajakannya. Layanan ini ber-
nama DJP Online. Salah satu layanan dari DJP
Online ini adalah e-Billing pajak. E-Billing pa-
jak merupakan fasilitas pembayaran pajak yang
dapat dilakukan melalui teller bank/pos, Anju-
ngan Tunai Mandiri (ATM) atau internet ban-
king dengan menggunakan kode billing. Latar
belakang e-Billing pajak ini sendiri adalah se-
bagai berikut.

1. Menerapkan metode pembayaran elektronik
yang sudah populer di masyarakat.
Masyarakat sudah terbiasa menggunakan
metode ini untuk membayar tiket, tagihan
televisi, internet, dll. Mereka dapat bertran-
saksi di mana saja tanpa antre.

2. Eliminasi kesalahan input oleh teller.
Menurut survei independen Kementerian
Keuangan terdapat catatan bahwa 50,32%
kesalahan terjadi karena salah entry di
counter atau teller, sehingga ada proses
koreksi administrasi di belakangnya.

3. Arsitektur sistem yang lebih baik.

Dalam sistem MPN-G2, tidak ada proses
rekonsiliasi penerimaan karena settlement
pembayaran ada di Direktorat Jenderal Per-
bendaharaan, tidak ada data reversal dan
unmatch, data penerimaan negara diterima
secara real time.

Mulai tanggal 1 Januari 2016, sistem
pembayaran pajak dilakukan secara online
menggunakan e-Billing pajak. Untuk menangani
peralihan ini, dari pihak bank BUMN masih terus

melayani pembayaran manual sampai tangal 30
Juni 2016 sedangkan PT POS Indonesia hingga
saat ini masih menerima pembayaran secara
manual. Penggunaan e-Billing pajak sampai saat
ini juga masih menimbulkan beberapa kendala
bagi Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Serpong itu sendiri.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk
melihat bagaimana pelaksanaan e-Billing pajak
ini khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Serpong
dan ingin melihat penerapan atas e-Billing pajak
tersebut bila dibandingkan dengan ketentuan yang
terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak Nomor Per-26/PJ/2014 tentang Sistem
Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

METODE
Metode yang digunakan penulis untuk mem-
peroleh dan menganalisis data yang dapat men-
dukung penulisan ini terdiri dari dua metode,
yakni:
1. Metode Studi Literatur
Dengan metode ini, penulis mempelajari
sejumlah literatur untuk memperoleh dasar
teoritis mengenai permasalahan yang akan
dibahas dalam karya tulis ini.
2. Metode Studi Lapangan
Dengan metode ini, penulis melakukan survei
objek penelitian secara langsung untuk me-
ngetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Pengumpulan data dapat dilakukan dengan
wawancara maupun penelaahan dokumen
pada objek penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

Pembayaran/penyetoran pajak dilakukan
dengan menggunakan mata uang rupiah Indonesia
dan dolar Amerika Serikat. Pembayaran dengan
dolar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan
untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh 25),
Pajak Penghasilan 29 (PPh 29), dan pajak pe-
nghasilan yang bersifat final yang dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak yang mendapatkan izin me-
lakukan pembukuan dengan bahasa Inggris dan
mata uang dolar Amerika Serikat.

Transaksi pembayaran/penyetoran pajak
dapat dilakukan melalui Bank/pos persepsi
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dengan kode billing. Untuk mendapatkan kode
billing, bisamembuatnya sendiri melalui aplikasi
Billing DJP, melalui bank/pos Persepsi atau
pihak lain yang ditunjuk DJP, atau yang diterbit-
kan secara jabatan oleh DJP berupa ketetapan
pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB, atau
SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
Transaksi juga dapat dilakukan di ATM, internet
banking dan EDC (Electronic Data Capture).
Setelahnya, Wajib Pajak menerima bukti seto-
ran yang disebut BPN (Badan Penerimaan
Negara) dalam bentuk:
1. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan
Bank / Pos Persepsi;
2. Struk bukti transaksi dari ATM dan EDC;
3. Dokumen elektronik dari internet banking;
4. Teraan BPN (Badan Penerimaan Negara)
pada SSP / SSP PBB (Surat Setoran Pajak /
Surat Setoran Pajak untuk Pajak Bumi dan
Bangunan).
BPN sekurang-kurangnya mencantumkan
elemen-elemen sebagai berikut.

NTPN;
NTB/NTP;
Kode billing;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Nama Wajib Pajak;

Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN

yang diterbitkan melalui ATM dan EDC;

6. Nomor Objek Pajak (NOP), dalam hal pem-
bayaran pajak atas transaksi pengalihan hak
atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan
membangun sendiri dan Pajak Bumi dan Ba-
ngunan sektor Perkebunan, Perhutanan dan
Pertambangan, kecuali untuk BPN yang
diterbitkan melalui ATM dan EDC,;

7. Kode Akun Pajak;

8. Kode Jenis Setoran;

9. Masa Pajak;

10. Tahun Pajak;

11. Nomor ketetapan pajak, bila ada;

12. Tanggal bayar; dan

13. Jumlah nominal pembayaran.

14. BPN termasuk cetakan, salinan, dan foto-

kopinya, kedudukannya disamakan dengan

SSP dan SSP PBB dalam rangka pelak-

sanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

arwdPEPE

Dalam hal terdapat perbedaan antara data
pembayaran yang tertera dalam BPN dengan
data pembayaran menurut sistem Penerimaan
Negara secara elektronik, maka yang dianggap
sah adalah data sistem Penerimaan Negara
secara elektronik. Selain itu, tata cara pemba-
yaran dan penyetoran pajak juga terdapat pada
Bab I11 pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014
dijelaskan bahwa pembayaran dan penyetoran
pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan
pada loket/teller (over the counter) dan/atau
layanan dengan menggunakan sistem elektronik
lainnya dan pada pasal 15 dijelaskan bahwa
Wiajib Pajak yang melakukan pembayaran dan
penyetoran pajak melalui sistem pembayaran
pajak secara elektronik diberikan BPN yang
dapat berupa dokumen bukti pembayaran yang
diberikan oleh tempat pembayaran, termasuk
dokumen bukti pembayaran dalam format elek-
tronik atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan BPN.

Selanjutnya pada pasal 2 Peraturan Men-
teri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/
PMK.05/2014 tentang sistem penerimaan ne-
gara secara elektronik dijelaskan bahwa Pene-
rimaan Negara yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
32/PMK.05/2014 meliputi seluruh Penerimaan
Negara yang disetorkan yang diterima melalui
bank/pos persepsi dengan menggunakan kode
billing.

Pelaksanaan e-Billing Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak

E-Billing pajak merupakan salah satu
layanan yang diberikan Direktorat Jenderal
Pajak dalam hal pembayaran pajak secara elek-
tronik menggunakan kode billing. Wajib Pajak
yang terdaftar di KPP Pratama Serpong men-
daftarkan diri melalui website http://sse.
pajak.go.id (MPN-G1) atau http://sse2.
pajak.go.id (MPN-G2). Bagi Wajib Pajak yang
telah terdaftar pada website http://sse.
pajak.go.id, harus mendaftar kembali pada
website http://sse2.pajak.go.id apabila ingin
menggunakan aplikasi DJP Online dimana e-
Billing pajak telah terintegrasi pada aplikasi
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tersebut. Wajib Pajak mendaftar dengan meng-
gunakan email dan NPWP untuk website http:/
/sse.pajak.go.id, sedangkan untuk website http:/
[sse2.pajak.go.id Wajib Pajak harus mengajukan
aktivasi EFIN terlebih dahulu di KPP Pratama
Serpong. Setelah itu Wajib Pajak dapat men-
daftar pada aplikasi DJP Online dengan me-
nggunakan EFIN dan NPWP. Setelah ada
aktivasi melalui email, Wajib Pajak dapat log
in dengan NPWP dan password/PIN unuk
mengisi surat setoran elektronik dan menerbitkan
kode billing. Setelah kode billing terbit, Wajib
Pajak membayar melalui ATM, mesin EDC,
internet banking, maupun teller/kantor pos. Di
KPP Pratama Serpong, Wajib Pajak dapat
membayar dengan menggunakan mesin EDC
yang telah bekerja sama dengan Bank Jabar-
Banten (Bank BJB).

Menurut hasil wawancara dengan Bapak
Slamet Subagyo, NIP197111031992121001,
Account Representative Seksi Pengawasan
dan Konsultasi 111 dan Bapak Andika Setyo
Hardianto, NIP 19880127008121001, Account
Representative Seksi Pengawasan dan Kon-
sultasi I, pendaftaran pada MPN-G1 kurang
memberikan keamanan yang akurat, berbeda
dengan MPN-G2 yang memiliki variasi case yang
lebih banyak, lebih aman, dan dapat dikendali-
kan. Bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar pada
sistem yang lama, tidak dapat secara otomatis
menggunakan sistem baru dengan User ID dan
PIN sistem lama.

Wajib Pajak harus mendaftar kembali di
DJP Online untuk mendapatkan User ID dan
PIN yang baru untuk log in melalui DJP Online.
Pada sistem lama tidak ada menu pilihan untuk
reset PIN apabila Wajib Pajak lupa PIN atau
salah profil harus datang langsung ke kantor
pajak untuk mengurus masalah tersebut, berbeda
dengan sistem baru yang dapat diakses sendiri
untuk mengubah profil atau PIN account milik-
nya. Bahkan untuk beberapa kasus, masih ba-
nyak juga Wajib Pajak yang tidak mengetahui
User ID dan PIN account mereka. Hal ini jelas
menghambat keefektifan dari pelaksanaan e-
Billing pajak ini.

Pada sistem yang baru, terdapat pilihan
tanpa NPWP terkait hubungannya dengan kode

untuk pembayaran pajaknya. Misalnya, unuk
impor jasa kena pajak yang mengharuskan pem-
bayaran secara mandiri oleh Wajib Pajak meng-
gunakan NPWP yang diisi dengan angka nol.
Untuk pembayaran pajak yang lain, seperti pajak
penghasilan pemotongan dan pemungutan, Wajib
Pajak dapat membuatnya satu per satu sesuai
dengan kode yang telah ada. Hal ini juga dapat
menjadi hambatan bagi beberapa Wajib Pajak,
seperti Wajib Pajak yang bergerak di bidang
properti dan memiliki nomor objek pajak (NOP)
banyak karena menjual banyak tanah dan ba-
ngunan. Banyaknya jenis pajak yang harus di-
setor bahkan bisa mencapai ribuan jenis pajak
membuat Wajib Pajak sedikit boros waktu
apabila harus membuat satu per satu.

Selain itu, dari hasil wawancara dengan
Bapak Slamet Subagyo, NIP 19711103199
2121001, Account Representative Seksi Pe-
ngawasan dan Konsultasi 111 beliau mengatakan
bahwa e-Billing pajak memiliki tujuan yang
bagus. Banyak sekali keunggulan dari e-Billing
pajak ini, antara lain:

a. ramah lingkungan karena penggunaan kertas
yang lebih sedikit,

b. lebih akurat karena dapat mengurangi risiko
kesalahan entry oleh petugas loket,

c. lebih mudah karena Wajib Pajak dapat
menggunakan banyak cara untuk membayar,
di mana saja, dan kapan saja, dan

d. lebih cepat karena Wajib Pajak tidak perlu
antre.

Tetapi pada kenyataannya, penggunaan e-
Billing pajak masih kurang efektif bagi Wajib
Pajak. Menurut beliau dan Bapak Andika Setyo
Hardianto, NIP 19880127008121001, Account
Representative Seksi Pengawasan dan Kon-
sultasi I, hal itu disebabkan karena ada beberapa
kalangan Wajib Pajak yang tidak terlalu familiar
dengan penggunaan teknologi sehingga merasa
bahwa e-Billing pajak justru menyulitkan bukan
memudahkan. Namun beberapa kalangan yang
lebih melek teknologi menyambut baik e-Billing
pajak karena jadi memudahkan. Bahkan ter-
dapat beberapa Wajib Pajak yang berada di
bawah pengawasan Bapak Slamet Subagyo ini
yang mengeluh, “Mau bayar aja susah.”

Beliau mengatakan bahwa pembayaran
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pajak melalui e-Billing pajak ini memang belum
sesederhana pembayaran listrik yang hanya me-
nyebutkan nomor pelanggan dan langsung terlinat
berapa tagihannya. Inilah yang membuat e-Billing
pajak belum sepenuhnya diterima dengan baik
oleh masyarakat walaupun sudah semua Wajib

Pajak yang wilayah kerjanya dicakup oleh KPP

Pratama Serpong ini yang menggunakan

pembayaran melalui e-Billing pajak. Para Wajib

Pajak ini mau tidak mau harus menggunakan sis-

tem pembayaran melalui e-Billing pajak karena

beberapa bank persepsi sudah tidak lagi me-
nerima pembayaran dengan cara manual wa-
laupun sebenarnya pembayaran manual masih

diperpanjang sampai 30 Juni 2016.

Kendala lain yang ditemui pada KPP
Pratama Serpong menurut Bapak Andika Setyo
Hardianto, NIP 19880127008121001, Account
Representative Seksi Pengawasan dan Kon-
sultasi | adalah sebagai berikut.

a. Sosialisasi internal pada pegawai KPP tidak
berjalan dengan baik sehingga hanya ada
beberapa orang saja yang memahami dan
berdampak pada minimalnya sosialisasi ke-
luar/eksternal baik secara formal maupun
nonformal. Hal ini lebih banyak disebabkan
karena ketidakingintahuan dari teman-teman
pegawai.

b. Adakesan bahwa perangkat server e-Billing
pajak di Kantor Pusat DJP belum sepenuh-
nyasiap menampung traffic penggunaan dari
Wajib Pajak dalam jumlah yg besar,
sehingga sering trouble pada jam-jam sibuk.
Ini yang paling banyak membuat Wajib Pajak
melakukan komplain ke KPP.

Perbandingan Praktik Pelaksanaan e-
Billing Pajak dengan Peraturan Sistem
Pembayaran Pajak Secara Elektronik
Penerapan e-Billing pajak di KPP Pra-
tama Serpong sudah sesuai dengan Peraturan

Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/

2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara

Elektronik.

a. Menurut pasal 2 ayat (5) disebutkan bahwa
Transaksi pembayaran/penyetoran pajak
dilakukan melalui Bank/pos persepsi dengan
menggunakan kode billing. Kemudian pasal

4 ayat (1) menyebutkan bahwa Wajib Pajak

dapat memperoleh kode billing sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1) membuat sendiri pada Aplikasi Billing
DJP yang dapat diakses melalui laman
Direktorat Jenderal Pajak dan laman Ke-
menterian Keuangan;

2) melalui Bank/pos persepsi atau pihak lain
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak; atau

3) diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat
Jenderal Pajak dalam hal terbit ketetapan
pajak, Surat Tagihan Pajak, SPPT PBB
atau SKP PBB yang mengakibatkan
kurang bayar. Kemudian pada pasal 3
ayat (1) disebutkan bahwa transaksi
pembayaran/penyetoran pajak sebagai-
mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5)
dapat dilakukan melalui teller bank/pos
persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM),
internet banking dan EDC. EDC sendiri
adalah singkatan dari Electronic Data
Capture.

Di KPP Pratama Serpong Wajib Pajak me-

nerbitkan sendiri kode billing untuk melalui

aplikasi Billing DJP. Untuk Bank Jabar-

Banten (Bank BJB) yang berlokasi di KPP

Pratama Serpong sendiri telah menyediakan

mesin EDC ini. Wajib Pajak dapat meng-

gunakan mesin EDC ini apabila telah terdaftar
menjadi nasabah di bank tersebut. Namun,
penggunaan mesin EDC dan pembuatan
billing secara mandiri dijalankan oleh petugas

(bukan diserahkan langsung pada Wajib

Pajak) hal ini agar pengawasan dan penggu-

naannya lebih cepat dan mudah. Penanggung

jawab pembuatan kode billing secara man-
diri dan mesin EDC dilakukan oleh Helpdesk

(Seksi Pengawasan dan Konsultasi I).

. Dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa atas

pembayaran/penyetoran pajak tersebut,
Wiajib Pajak menerima BPN sebagai bukti
setoran.

Wiajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama
Serpong menerima bukti setoran setelah me-
lakukan pembayaran berupa Dokumen bukti
pembayaran yang diterbitkan Bank/pos
persepsi, Struk bukti transaksi dari ATM dan
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EDC, Dokumen elektronik dari internet
banking, Teraan BPN (Badan Penerimaan
Negara) pada SSP / SSP PBB (Surat
Setoran Pajak / Surat Setoran Pajak untuk
Pajak Bumi dan Bangunan).

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa Wajib
Pajak dapat memperoleh kode billing seba-
gaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5)
dengan cara membuat sendiri pada Aplikasi
billing DJP yang dapat diakses melalui
website Direktorat Jenderal Pajak dan web-
site Kementerian Keuangan, melalui bank/
pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak, diterbitkan secara
jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam
hal terbit ketetapan pajak, Surat Tagihan
Pajak, SPPT PBB atau SKP PBB yang
mengakibatkan kurang bayar dan dalam pasal
5 ayat (1) sampai dengan (5) disebutkan
kembali penjelasan dari pasal 4 bahwa Wajib
Pajak membuat sendiri kode billing dengan
melakukan input data setoran pajak yang
akan dibayarkan, input data dilakukan atas
nama dan NPWP sendiri, atau atas nama dan
NPWP Wiajib Pajak lain sehubungan dengan
kewajiban sebagai Wajib Pungut, Wajib
Pajak dalam melakukan input data terlebih
dahulu melakukan log in dengan mema-
sukkan User ID dan PIN akun pengguna
Aplikasi Billing DJP yang telah aktif, Wajib
Pajak dapat mendaftarkan diri untuk
memperoleh User ID dan PIN secara online
melalui menu daftar baru Aplikasi Billing DJP
dan mengaktifkan akun pengguna melalui
konfirmasi email, dan dalam hal terdapat
indikasi penyalahgunaan, Direktur Jenderal
Pajak dapat melakukan penutupan secara
jabatan atas akun pengguna Aplikasi Billing
DJP.

Untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP
Pratama Serpong, Wajib Pajak telah men-
daftar secara online melalui aplikasi yang
telah disediakan oleh Direktorat Jenderal
Pajak berupa Aplikasi Billing DJP tersebut
dan telah sesuai dengan aturan dan prosedur
yang ada. Hal ini dibuktikan dengan contoh
pengisian e-Billing pajak yang telah ada dan

terlampir pada halaman lampiran yang tidak
terpisah dengan karya tulis tugas akhir ini.

d. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa Wajib
Pajak memperoleh kode billing melalui bank/
pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh
DJP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
angka 2 dengan cara mendatangi teller bank/
pos persepsi dengan menyerahkan SSP/SSP
PBB atau menggunakan layanan/produk/
aplikasi/sistem/ yang telah terhubung dengan
sistem billing Direktorat Jenderal Pajak,
kemudian pada pasal 7 dijelaskan lebih detail
rincian dari pasal 6 tersebut, antara lain
tentang mekanisme pembayaran/penyetoran
pajak melalui teller bank/pos persepsi.
Bagi Wajib Pajak yang melakukan pemba-
yaran melalui teller bank/pos persepsi secara
langsung melaksanakan mekanisme yang
terdapat pada pasal 7 Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/2014

e. Dalam pasal 9 dijelaskan bahwa kode billing

yang dibuat sendiri oleh Wajib Pajak se-
bagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1
dan/atau diperoleh melalui bank/pos persepsi
atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam
pasal 4 angka 2 berlaku selama 48 jam sejak
diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan
setelah melewati jangka waktu dimaksud.
Untuk kode billing yang diterbitkan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka
3 berlaku sampai jatuh tempo pembayaran
pajak. Apabila telah melewati batas waktu
dan tidak dapat dipergunakan kembali maka
kode billing harus dibuat kembali.
Wajib Pajak membuat kode billing dan
membayarkannya sesuai dengan ketentuan
dan apabila kode billing yang ada tidak
dibayarkan sesuai batas waktu, Wajib Pajak
membuat kode billing kembali agar bisa
membayar kewajiban perpajakannya.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan,
penulis dapat mengambil simpulan bahwa pelak-
sanaan e-Billing pajak di KPP Pratama Serpong
pada umumnya telah dilaksanakan sesuai pro-
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sedur dan sudah berjalan sebagaimana mestinya
walaupun e-Billing pajak sendiri masih me-
nimbulkan beberapa masalah bagi Wajib Pajak
terutama bagi Wajib Pajak yang masih kurang
mengetahui tentang IT akan sangat mempe-
ngaruhi penggunaan e-Billing pajak itu sendiri.

Di sisi lain, penerapan e-Billing pajak ini
memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri.
Terbukti dapat meminimalisasi human error
karena mengurangi kesalahan entry oleh petugas
loket dan menjadi lebih akurat. Keunggulan e-
Billing pajak yang lain adalah ramah lingkungan
karena tidak memerlukan banyak kertas, lebih
mudah membayarnya karena Wajib Pajak bisa
membayar pajak dengan banyak cara, kapan
saja, dan dimana saja, serta lebih cepat tanpa
harus antre.

Apabila dibandingkan antara Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/PJ/
2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara
Elektronik dan fakta di lapangan pada umumnya
telah berjalan sesuai tanpa ada penyimpangan.
Wiajib Pajak telah mendaftar secara online dan
dapat mengakses e-Billing pajak melalui Aplikasi
Billing DJP dan mendapatkan kode billing yang
diperlukan untuk membayarkan pajaknya tetapi
tidak semua prosedur yang diatur pada Pera-
turan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 26/
PJ/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak
Secara Elektronik dijalankan secara kaku, me-
ngingat beberapa kondisi Wajib Pajak yang tidak
memungkinkan, misalnya penggunaan mesin
EDC dan pembuatan kode billing secara man-
diri (yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya)
dijalankan oleh petugas (bukan diserahkan
langsung pada Wajib Pajak) hal ini agar penga-
wasan dan penggunaannya lebih cepat dan
mudah. Hal ini dilakukan demi kesederhanaan
dan tidak menyulitkan Wajib Pajak maka petugas
Helpdesk (Seksi Pengawasan dan Konsultasi I)
sering melakukan by pass (penyederhanaan)
prosedur.
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